
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.526, 2023 KEMENDAG. Barang yang Dilarang untuk 

Diekspor. Pencabutan. 
 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2023 
TENTANG 

BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang 
untuk Diekspor; 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor  

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan 
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5175); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6652); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6653); 
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 492); 
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan 
Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
436); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG 

YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR. 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik 
dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan 

dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah 
pabean. 

3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 

4. Barang yang Dilarang untuk Diekspor adalah Barang yang 
tidak boleh diekspor. 

5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang 

berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga 
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan 
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nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, yang 

terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. 
6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di 

atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi 
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang-Undang Kepabeanan. 
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 
 

Pasal 2 

(1) Menteri berwenang mengatur Barang yang Dilarang untuk 
Diekspor.  

(2) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang 
kehutanan; 

b. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang 

pertanian; 
c. Barang yang Dilarang untuk Diekspor pupuk subsidi; 

d. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang 
pertambangan;  

e. Barang yang Dilarang untuk Diekspor Barang cagar 
budaya; dan 

f. Barang yang Dilarang untuk Diekspor sisa dan skrap 

logam. 
(3) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
 

Pasal 3 
Eksportir dilarang mengekspor dan mengeluarkan dari KPBPB 
ke luar Daerah Pabean atas Barang yang ditetapkan sebagai 

Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2). 

 
Pasal 4 

(1) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberlakukan terhadap: 
a. pengeluaran Barang dari KPBPB ke luar Daerah 

Pabean;  
b. pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus 

ke luar Daerah Pabean; dan 
c. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat 

ke luar Daerah Pabean. 
(2) Barang yang Dilarang untuk Diekspor diberlakukan 

terhadap Ekspor Barang atau hasil produksi yang bahan 

bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan 
Ekspor. 

 
Pasal 5 

Eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berupa: 
a. konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan 

kadar ≥ 50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh 
persen) Fe dan ≥ 10% (lebih dari atau sama dengan 

sepuluh persen) (Al2O3+SiO2); 
b. konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% (lebih dari atau 

sama dengan lima belas persen) Cu; 
c. konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% (lebih dari atau 

sama dengan lima puluh enam persen) Pb; 
d. konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% (lebih dari atau sama 

dengan lima puluh satu persen) Zn; dan 

e. lumpur anoda (anode slime), 
mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi 
dan sumber daya mineral. 

 
 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan 
mengenai Barang dilarang Ekspor sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 
Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 
Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 595), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 8 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Juli 2023 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ZULKIFLI HASAN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Juli 2023 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ASEP N. MULYANA 
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